BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :

1. Bahwa dalam hukum positif di Indonesia sudah terdapat beberapa peraturan
perundang-undangan yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap
penumpang angkutan udara untuk bertanggung jawab mengganti kerugian yang
diderita oleh penumpang atas kehilangan barang di bagasi pesawat peraturan tersebut
antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab
Pengangkut Angkutan Udara. Aturan tersebut telah dibuat untuk memberikan
perlindungan terhadap penumpang pesawat terbang selaku konsumen. Di dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah tertera
prosedur penyelesaian sengketa antara pengangkut jasa penerbangan dengan cara
mengajukan gugatan ke pengadilan dan diluar pengadilan seperti mediasi, konsiliasi

dan arbitrase.

2. Dalam putusan majelis hakim pada Perkara Nomor 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
dalam pertimbangannya ditingkat kasasi Mahkamah Agung sudah menerapkan
undang-undang yang berlaku dan sudah sesuai. Berbeda dengan putusan selanjutnya
yaitu dalam putusan majelis hakim pada Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.Dps.
dalam pertimbangannya hakim tidak menerapkan dan tidak sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimana berlaku
pada setiap pelaku usaha dan konsumen termasuk dalam sengketa yang dialami oleh
Po LiPin dan PT. Lion Mentari Airlines dan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai tanggung jawab pengangkut udara. Putusan hakim

tidak memberikan keadilan dan keseimbangan hukum bagi konsumen yang dimana
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kerugian konsumen merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Apabila dikaitkan
dengan teori tanggung jawab yang terjadi maka hal ini termasuk tanggung jawab
mutlak, apalabila penumpang mengalami kerugian terjadi kecelakaan yang berakibat
kematian atau luka-luka dan tanggung jawab terhadap barang bagasi tanpa adanya
pembuktian lebih dahulu dan pengangkut tidak dapat membebaskan diri kewajiban

membayar ganti rugi.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Mengingat terjadinya kasus sengketa kehilangan barang dibagasi pesawat bukan
pertama kalinya terjadi di Indonesia sebaiknya pengangkut udara atau jasa
penerbangan sebagai pelaku usaha memeriksa barang bawaan penumpang yang berada
di dalam koper, tas dan sebagainya milik konsumen selaku penumpang yang
dimasukan ke dalam bagasi tercatat pesawat agar bisa di pertanggungjawabkan oleh
pihak pengangkut udara maupun konsumen apabila terjadi kehilangan barang di bagasi
pesawat. Dalam hal ini, asuransi itu di perlukan juga karena jika terjadi sesuatu baik
terhadap konsumen selaku penumpang pesawat terbang maupun barang yang hilang
didalam bagasi pesawat terbang, sehingga pihak maskapai penerbangan tidak ada
alasan untuk mengganti kerugian sebagaimana yang diderita oleh pihak konsumen.
Walapun aturan mengenai tanggung jawab tentang ganti kerugian itu sudah diatur
tetapi asuransi belum dimasukkan atau belum diatur secara khusus didalam Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut
Angkutan Udara. Pentingnya asuransi untuk mengcover ganti rugi ketika barang hilang

dibagasi pesawat terbang yang diderita oleh pihak konsumen.

2. Dan di harapkan pengangkut udara dalam hal menangani kerugian berupa hilangnya
barang-barang bawaan penumpang di bagasi pesawat terbang tidak mengulur-ulur
waktu dan langsung menanggapi keluhan penumpang selaku konsumen yang

mengalami kerugian atas hilangnya barang dan menuntut haknya tersebut melalu
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Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Pengadilan agar tidak
menganggap remeh kasus-kasus kehilangan barang di bagasi pesawat terbang.
Sebaiknya semua sengketa yang terjadi antara pelaku usaha jasa penerbangan dan
konsumen selaku penumpang tidak diselesaikan dengan ganti rugi atas hilangnya
barang bawaan penumpang di bagasi pesawat udara dengan cara menghitung dalam
satuan Kilogram karena tidak sebanding dengan kerugian asli yang terdapat di dalam
bagasi tercatat milik penumpang. Pengangkut udara sebaiknya lebih meningkatkan
pengawasan terhadap barang-barang bawaan penumpang yang disimpan dalam bagasi
pesawat terbang mulai dari penumpang memberikan barang ke pegawai maskapai
penerbangan, barang disimpan didalam bagasi dan pada saat penumpang mengambil
barang di terminal kedatangan bandar udara yang dituju. Demikian disarankan kepada
Kementrian Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan dan menindak tegas
maskapai penerbangan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dan
disarankan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan atau peninjauan
kembali mengenai jumlah ganti rugi bagi penumpang pesawat terbang yang merasa
dirugikan, sebab nilai ganti rugi yang ditentukan oleh undang-undang sangat kecil.
Selain itu, undang-undang tidak secara tegas memberikan sanksi hukum bagi maskpai
penerbangan yang melakukan kelalaian atas hilangnya barang-barang bawaan

penumpang di bagasi pesawat.
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